BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perkembangan yang terjadi di dalam dunia Internasional dapat kita telaah
bahwa perkembangan tersebut terjadi secara masif dan cepat.
Perkembangan tersebut terjadi secara masif dan cepat dalam bidang limu,
Pengetahuan, dan Teknologi. Perkembangan tersebut kita berkembang
secara masif dan cepat dikarenakan rasa ingin tahu manusia yang tidak ada
batasnya menjadikan perkembangan sangat cepat. Dalam hal ini, pada
abad 21 teknologi yang sangat berkembang dengan cepat dan pesat ialah
teknologi nirawak. Yang mana teknologi tersebut ialah teknologi yang
mengandalkan pengoperasian kendaraan tanpa ada awak di dalamnya.
Dimana pengejewantahan dari teknologi tersebut yang dibahas dalam
penulisan hukum ini adalah Drone Bawah Laut.

Drone Bawah Laut merupakan kendaraan nirawak atau kendaraan yang
tidak memiliki awak di dalam kabinnya pada saat pengoperasiannya.
Dalam pengoperasian Drone Bawah Laut tersebut dalam dunia
internasional dibagi menjadi dua metode yakni secara ROV yang mana
dalam meteode ini dikontrol dari jarak jauh dan metode yang merupakan
perkembangan dari ROV adalah AOV. AOV bukan dikontrol dari jarak
jauh melainkan ditanamkan sebuah sitem atau perangkat untuk
menjalankan serta menyelesaikan misi tersebut. Dalam praktiknya di dunia
internasional, Drone Bawah Laut digunakan untuk keperluan militer dan
keperluan privat atau keperluan publik. Dalam hal keperluan militer

kegunaan Drone Bawah Laut sangat efektif untuk keperluan misalkan
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penegakan hukum, dikarenakan Drone Bawah Laut dapat dioperasikan
dalam keadaan senyap. Sedangkan dalam keperluan privat, Drone Bawah
Laut digunakan misalkan untuk melihat atau mengeksplorasi potensi-
potensi wilayah yang berada di dasar laut yang mengandung misalkan
sumber daya mineral, selain itu bisa Drone Bawah Laut juga berguna juga
di bidang pendidikan misalkan untuk pemetaan dasar laut agar menjadi

pengetahuan bagi khalayak umum.

Lalu dalam penulisan ini, pembahasan utama dalam penulisan ini ialah
bagaimana pengaturan suatu pengoperasian drone bawah laut di daerah
perairan kepulauan. Membahas mengenai hal tersebut erat kaitannya
dengan Hukum Laut Internasional yang mana pengaturannya secara
general dapat kita temui pada United Convention on the Law Of the Sea
atau UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 merupakan peraturan dasar yang
mengatur mengenai ketentuan-ketentuan hukum laut internasional secara
umum, dan menjadikannya sebagai peraturan yang diacu. Selanjutnya,
menjadi permasalahan yang fundamental dan tantangan bagi UNCLOS
1982 itu sendiri seiring dengan perkembangan teknologi yang secara masif
dan cepat di dunia Internasional. Apakah dalam hal ini UNCLOS 1982
yang dibentuk kebiasaan-kebiasaan internasional dapat mengikuti
perkembangan teknologi tersebut. Jika kita mengkerucutkan pernyataan
tersebut apakah UNCLOS 1982 sudah dapat mencakup perkembangan
teknologi yakni pengoperasian Drone Bawah Laut di daerah perairan

kepulauan.

Terdapat 2 inti dari permasalahan mengenai pengaturan pengoperasian
Drone Bawah Laut di daerah perairan kepulauan. Permasalahan pertama
yang didapati adalah legitimasi pengoperasian Drone Bawah Laut. Bahwa
dalam hal ini, Drone Bawah Laut kedudukannya dalam Hukum Laut
Internasional masih tidak jelas. Permasalahan yang paling mendasar ialah
Drone Bawah Laut tidak dapat diidentifikasikan sebagai kapal berdasarkan
UNCLOS 1982 dikarenakan dalam ketentuan di dalam UNCLOS tidak
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mendefinisikan kapal secara eksplisit lebih lagi, pengatruan yang ada di
dalam UNCLOS cenderung mengatur kapal yang berawak atau yang
memiliki operator atau nakhoda di dalam kapal tersebut. Menjadi
pertanyaan juga apakah tidak ada ketentuan-ketentuan dalam dunia
Internasional yang mengatur tentang definisi kapal sehingga Drone Bawah
Laut dapat dikategorikan sebagai kapal atau apakah ada pengaturan yang
mendefinsikan Drone Bawah Laut itu sebagai kapal. Dalam hal ini belum
ada kaidah-kaidah yang mengatur tentang definisi Drone Bawah Laut
ataupun definisi kapal yang dapat mengkategorikan Drone Bawah Laut
sebagai kapal. Dengan demikian Drone Bawah Laut tidak memiliki
legitimasi atau kedudukan hukum yang jelas di dalam Hukum Laut

Internasional.

Berikutnya, melihat dari kegunaan Drone Bawah Laut yang sangat efektif
untuk penegakan dalam wilayah perairan kepulauan menjadi pertanyaan
juga apakah Drone Bawah Laut bisa dikatakan juga sebagai kapal perang
?. Menjawab hal tersebut, Drone Bawah Laut dalam hal ini juga tidak dapat
dikatakan sebagai kapal perang dalam Hukum Laut Internasional. Hal
tersebut terjadi dikarenakna, pengaturan dalam UNCLOS 1982
mendefinisikan kapal perang sebagai kapal yang berawak, mengingat
bahwa Drone Bawah Laut merupakan kendaraan tidak berawak ini berarti
Drone Bawah Laut juga tidak dapat dikategorikan sebagai kapal perang
dalam Hukum Laut Internasional. Bahwa dalam ketentuan UNCLOS
1982, kapal perang mendapatkan hak-hak yang tidak didapatkan oleh
kapal-kapal lainnya. Kapal perang dalam hal ini dapat menikmati Hak
immunitas dan Hak istimewa. Akan sangat disayangkan bila dalam
pengoperasian Drone Bawah Laut di daerah perairan kepulauan tidak
mendapatkan hak-hak tersebut dikarenakan tidak dapat dikategorikan

sebagai kapal perang.

Dengan demikian, kita melihat bahwa terjadi kekosongan hukum terhadap

kedudukan Drone Bawah Laut. Tidak ada pengaturan ataupun kaidah-
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kaidah dalam skala internasional yang mengatur tentang kedudukan
hukum Drone Bawah Laut sehingga pada saat pengoperasiannya di
perairan kepulauan Drone Bawah Laut tidak memiliki legitimasi. Dengan
UNCLOS 1982 saja tidak cukup untuk mengakomodir mengenai
kedudukan hukum Drone Bawah Laut. Akhir kata, kita dapat melihat
bahwa pentingnya pengaturan yang mengatur mengenai kedudukan
hukum Drone Bawah Laut pada saat damai ataupun konflik, agar pada saat
keadaan tersebut pengoperasian Drone Bawah Laut di daerah perairan

kepulauan mendapatkan legitmasi atau kedudukan hukum yang jelas

B. SARAN
Saran dari penulis dalam hal ini adalah seyogianya dalam dunia
Internasional memperjelas kedudukan Drone Bawah Laut. Kedudukan
Drone Bawah Laut pada saat konflik ataupun pada saat tidak terjadi konflik.
Pengaturan tersebut sangat krusial untuk mempertegas kedudukan Drone
Bawah Laut pada saat pengoperasiannya di perairan kepulauan. Selain itu,
saran dari penulis juga dibentuknya suatu pengaturan yang dalam dunia
Internasional mengatur secara menyeluruh atau komprehensif tentang
pengoperasian Drone Bawah Laut di daerah perairan kepulauan agar

terdapat aturan main yang jelas dalam pengoperasiannya.
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